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Hak milik yang paling berharga bagi suatu perguruan tinggi adalah kebebasan,
otonomi, dan budaya akademik (academic culture). Milik yang paling berharga ini
menyadarkan kita akan misi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan
tinggi dan PP nomor 61 tahun 1999 tentang pergruruan tinggi negeri sebagai badan
hukum (BHMN). Landasan konstiutusional itu merupakan nilai yang harus dijaga,
dibangun, dan dikembangkan secera terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam
hal ini, perguruan tinggi mempunyai karakteristik yang khas dan harus menjadi panutan
pihak luar.

Budaya akademik sebagai suatu subsistem perguruan tinggi memegang peranan
penting dalam upaya membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban
masyarakat (civilized society) dan bangsa secara keseluruhan. Indikator kualitas PT
sekarang dan terlebih lagi pada milenium ketiga ini akan ditentukan oleh kualitas civitas
akademika dalam mengembangkan dan membangun budaya akademik ini.

Budaya akademik sebenarnya adalah budaya universal. Artinya, dimiliki oleh
setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. Membangun budaya
akademik PT merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Diperlukan upaya sosialisasi
terhadap kegiatan akademik, sehingga terjadi kebiasaan di kalangan akademisi untuk
melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut.

Jika sosialisasi tersebut dilakukan secara kontinu, maka ia akan menjadi sebuah
tradisi dan budaya bagi individu-individu dalam masyarakat kampus. Norma-norma
akademik merupakan hasil dari proses belajar dan latihan dan bukan merupakan bawaan
lahir.

Pemilikan budaya akademik seharusnya menjadi idola semua insan akademisi PT,
yakni dosen dan mahasiswa. Derajat akademik tertinggi bagi seorang dosen adalah

dicapainya kemampuan akademik pada tingkat guru besar (profesor). Sedangkan bagi



mahasiswa adalah apabila ia mampu mencapai prestasi akademik yang setinggi-
tingginya.

Bagi dosen, untuk mencapai derajat akademik guru besar, ia harus
membudayakan dirinya untuk melakukan tindakan akademik pendukung tercapainya
derajat guru besar itu. la harus melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan
segala perangkatnya dengan baik, dengan terus memburu referensi mutakhir. la harus
melakukan penelitian untuk mendukung karya ilmiah, menulis di jurnal-jurnal ilmiah,
mengikuti seminar dalam berbagai tingkat dan forum, dan lain-lain. la juga harus
melakukan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi mahasiswa, faktor-faktor yang dapat menghasilkan prestasi akademik itu
ialah terprogramnya kegiatan belajar, kiat untuk memburu referensi aktual dan mutakhir,
diskusi substansial akademik, dan sebagainya. Dengan melakukan aktivitas seperti itu
diharapkan dapat dikembangkan budaya mutu (quality culture) yang secara bertahap
dapat menjadi kebiasaan dalam perilaku tenaga akademik dan mahasiswa dalam proses
pendidikan di perguruan tinggi.

Oleh karena itu, tanpa melakukan kegiatan-kegiatan akademik, mustahil seorang
akademisi akan memperoleh nilai-nilai normatif akademik. Boleh jadi ia mampu
berbicara tentang norma dan nilai-nilai akademik tersebut di depan forum namun tanpa
proses belajar dan latihan norma-norma itu tidak pernah terwujud dalam praktik
kehidupan sehari-hari. Bahkan sebaliknya, ia tidak segan-segan melakukan pelanggaran
dalam wilayah tertentu -- baik disadari maupun tidak disadari.

Mungkin juga yang terjadi nilai-nilai akademik hanya menyentuh ranah kognitif,
tidak sampai menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Fenomena semacam ini dapat
saja terjadi pada seorang akademisi, yang selamanya hanya menitipkan nama dalam
melaksanakan kuliah, penulisan karya ilmiah, penelitian, pengabdian masyarakat, dan
akhir-akhir ini sering terjadi pembelian gelar akademik yang tidak jelas juntrungnya.

Kiranya, dengan mudah disadari bahwa PT berperan secara instrumental dalam
mewujudkan upaya dan pencapaian budaya akademik tersebut. Perguruan tinggi
merupakan wadah pembinaan intelektualitas dan moralitas yang mendasari kemampuan

penguasaan ipteks dan budaya dalam pengertian yang luas.



Sebagaimana tersurat dalam PP No. 60 Tahun 1999 pasal 2 bahwa PT sebagai
subsistem pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: (1) menyiapkan peserta
didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau
profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ipteks; (2)
mengembangkan dan menyebarluaskan ipteks serta mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Peranan pengembangan kebudayaan ini bukan hanya tercermin dalam kesempatan
sivitas akademika untuk mempelajari dan mengapresiasi budaya pertunjukan melainkan
juga pengembangan dan apresiasi budaya perilaku intelektual dan moral masyarakat
akademik dalam menyongsong keadaan masa depan.

Pembinaan dan pengembangan apresiasi disiplin, rasa tanggung jawab, keinginan
menghasilkan suatu karya inovatif dan kreatif yang terbaik dan sebagainya seringkali
dengan efektif diwujudkan melalui pengembangan contoh keteladanan. Keinginan
menghasilkan sesuatu yang lebih baik, terjadinya suasana dan budaya akademik sesama
sivitas akademika dan sebagainya dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran

internal pada masing-masing sivitas akademika.

Budaya ""Literacy""

Sebagian orang mengatakan bahwa budaya kita adalah budaya lisan (orality) dan
bukan budaya keberaksaraan (literacy). Jauh sejak zaman kuno, kurang sekali
peninggalan sejarah kita dalam bentuk tulisan (prasasti, naskah), dan lebih banyak dalam
bentuk cerita lisan (folklore), yang diwariskan turun-temurun. Akibatnya, kondisi seperti
ini terus berlangsung sampai sekarang ini.

Di kalangan intelektual, seperti para akademisi PT, gagasan lebih sering
disampaikan secara lisan melalui seminar atau diskusi, yang seringkali tidak disertai
dengan bahan tulisan. Membuat karya tulis ilmiah masih merupakan pekerjaan yang
dipandang berat bagi sebagian orang, termasuk para mahasiswa dan dosen PT (Supriadi,
1997: 109).

Budaya akademik PT yang paling mendasar adalah budaya keberaksaraan
(literacy). Masyarakat Barat sejak abad ke-16 sudah membudayakan budaya

keberaksaraan ini. Akibatnya, kebudayaan dan peradaban mereka maju pesat dalam hal



penguasaan ipteks. Satu hal yang menonjol dalam masyarakat Barat adalah sikap
individualisasi. Masyarakat terpecah-pecah dalam sejumlah individu, yang sedikit sekali
menunjukkan koherensi, kebersamaan, dan solidaritas, apalagi kegotongroyongan.
Sehingga, terjadi gejala-gejala alienasi, kehilangan solidaritas, dan kebersamaan.
Dampaknya cukup besar pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yang pada gilirannaya
hubungan resiprokal sebagai aspek dan gejolak itu mudah ditentukan. Namun demikian,
budaya keberaksaraan merupakan faktor yang sangat esensial dalam seluruh proses
individualisasi ini.

Individualisasi dalam masyarakat kita termasuk PT masih mengalami stagnasi.
Kemampuan untuk melahirkan pemikiran yang berbeda seringkali mendapat ganjalan dan
keterasingan, bahkan dikucilkan. Saat ini disinyalir budaya keseragaman di PT masih
subur. Hal ini tentu berpengaruh pada pola pikir dan perilaku setiap individu. Jika
mahasiswa mempunyai daya pikir yang berbeda dengan dosennya, ia mendapatkan
perlakuan yang kurang baik. Ada kemungkinan, kebebasan dan budaya akademik
potensial ini dicampuri oleh negara (kekuasaan), perusahaan, swasta, dan lembaga-
lembaga lain serta individu tertentu yang berkepentingan.

Kembali pada awal tulisan ini, dengan diberlakukannya peraturan pemerintah
nomor 61 tahun 1999 tentang PT sebagai badan hokum milik negara (BHMN), -- yang
saat ini sedang diujicobakan di empat PTN (Ul, IPB, ITB, dan UGM), menyusul USU
dan UPI-- mudah-mudahan PT kita di masa depan memiliki hak otonom yang mandiri,
bebas dari campur tangan penguasa, dan memiliki budaya akademik menuju masyarakat

yang berbudaya dan berperadaban tinggi.***
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